PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK MENCEGAH PELANGARAN
TERKAIT PENUNJUKKAN SAKSI

INSTRUMENTER DALAM PENGESAHAN AKTA AUTENTIK

RETA RUSYANA P, Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA
1. Buku

Adjie, Habib, 2008, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris
Sebagai Pejabat Publik, PT Refika Aditama, Bandung.

------------------ , 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia
(Kumpulan Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

------------------ , 2012, Bernas-bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT,
CV. Mandar Maju. Bandung.

Anshori, Abdul Ghofur, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif
Hukum dan Etika, UlI Press, Yogyakarta.

Kohar, A, 1983, Notaris dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung.

M. Situmorang, Victor dan Cormentyna Sitanggang, 1993, Grosse Akta dalam
Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2006, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT.
Rosdakarya, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT Citra
Aditya Bakti, Bandung.

Notodisoerjo, Soegondo R, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu
Penjelasan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pena, Tim Prima, 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press,
Surabaya.

Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris
dalam Pembuatan Akta, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas
Indonesia Press, Jakarta.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Suharsimi, Arikunto, 2006, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT
Rineka Cipta, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Lux, Widya Karya, Semarang.

Sumardjono, Maria SW, 2014, Bahan kuliah Metode Penelitian IImu Hukum,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

80



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK MENCEGAH PELANGARAN
TERKAIT PENUNJUKKAN SAKSI

INSTRUMENTER DALAM PENGESAHAN AKTA AUTENTIK

RETA RUSYANA P, Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tanzeh, Ahmad, 2009, Pengantar Metode Penelitian, Teras, Yogyakarta.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, PT Erlangga,
Jakarta.

Jurnal / Tesis

Farly, “Peranan Majelis Pengawasa Daerah Dalam Pencegahan Perbuatan
Tercela Yang Dilakukan Notaris Di Kota Yogyakarta™, Tesis, Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2015.

Atmanagara, Yogi, “Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Mencegah
Perbuatan Notaris Yang Merugikan Klien di Kota Pangkalinang”,
Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 2017.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,
Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M-01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia ditetapkan di
Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.



